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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan urauan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 

syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara 

sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau 

perjanjian. Adanya penggunaan  klausula baku dalam transaksi jual beli dalam 

transaksi jual beli secara online cenderung melahirkan problem karena 

melanggar Pasal 4 Tentang Hak Konsumen Dan Pasal 18 Tentang 

Pencantuman Klausula Baku Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsum. Selain itu, kondisi dan keadan konsumen yang berada 

pada posisi lemah tidak memiliki pilihan lain selain menerima atau menolak 

klausula yang telah ditentukan tersebut.  

Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi elektronik menurut 

UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada konsumen. Namun, tidak menutup 

kemungkinan bagi para pelaku usaha yang mempunyai itikad tidak baik 

kapada konsumen dengan mengesampingkan hak-hak konsumen sebagaimana 
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yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 18 UUPK. Selain itu Permasalahan diatas 

merupakan norma kabur dikarenakan didalam Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen No 8 Tahun 1999 yang hanya mengatur secara umum dan tidak 

secara spesifik dijelaskan mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam 

pembelian barang di internet serta perlindungan hukum terkait kerugian 

konsumen dalam bentuk transaksi e-commerce 

5.2. Saran 

Pengaturan Klausula Baku yang bertujuan untuk mencapai keadilan 

berkontra para pihak. Untuk mencapai keadilan berkontrak, sebaiknya 

para pihak memperhatikan kedudukan masing-masing pihak, isi perjanjian   

yang dilakukan, serta adanya pemahaman terkait klausula-klausula yang 

diperjanjikan. Hal  ini  bertujuan untuk  menghindari adanya  pihak  yang  

merasa dirugikan  dari perjanjian tersebut. Diharapkan Pemerintah 

memberikan pengarahan terlebih dahulu didalam menjalankan roda 

kegitan bisnis diIndonesia. Undang-undang Perlindungan Konsumen bisa 

dikatakan tumpul, dikarenakan dasar hukum untuk menjerat para pelaku 

usaha dan sanksi bagi pelaku usaha tidak tegas 
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